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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan teknologi semakin 

tampak terlihat. Perkembangan teknologi tersebut tentunya membawa berbagai 

kemudahan bagi setiap orang terutama dalam mengakses informasi dan juga 

pengiriman data. Kemajuan teknologi juga memberikan manfaat yang luar biasa 

dalam mengembangkan usaha, sehingga hal tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan kesempatan bagi berbagai pelaku usaha dari berbagai bidang 

untuk bersama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang ini. Bentuk 

pemanfaatan teknologi bagi pelaku usaha sangatlah variatif, dari penggunaan 

teknologi untuk peningkatan efisiensi dalam berkomunikasi hingga penggunaan 

teknologi yang ditujukan untuk pemberian fasilitas untuk para pelanggannya. 

Tentunya perkembangan teknologi ini memunculkan berbagai masalah baru di 

masyarakat, terutama bagi pelaku usaha.  

 Masalah yang timbul dapat memberikan kerugian yang sangat besar bagi 

masyarakat luas, sehingga pemerintah dituntut menyelesaikan masalah-masalah 

yang timbul. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan membuat suatu regulasi atas permasalahan atau isu yang ada. Berbagai 

cabang ilmu hukum lahir seiring dengan berkembangnya zaman. Karena pada 

dasarnya ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis, namum kedudukan ilmu 

hukum menempati posisi yang istimewa karena mempunyai sifat sebagai ilmu 
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normatif dalam perkembangannya, namun harus dapat menjawab berbagai 

perkembangan baru di masyarakat, dan tidak boleh keluar dari nilai-nilai aksiologis 

yang ada pada filsafat hukum1. 

 Salah satu masalah yang timbul dengan pesatnya kemajuan teknologi 

sekarang ini adalah masalah hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya 

akan disebut HAKI). Keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam 

hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipungkiri lagi. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau 

harus bersinggungan dengan dan terlibat langsung dalam masalah HAKI2. Menurut 

OK. Saidin Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda 

yang bersumber dari hasil kerja otak, kerja rasio, dan hasil rasio manusia yang 

menalar3. Sedangkan secara substantif pengertian HAKI juga dapat di deskripsikan 

sebagai hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia4. 

 Berbagai kendala dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam usaha melindungi 

para pihak yang memiliki HAKI. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual total permohonan pendaftaran terkait HAKI hingga Bulan Oktober 

2017, adalah sebagai berikut 5: 

                                                 
1 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum : Studi 

Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 20 
2 Ika Riswanti Putranti., Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia, 

(Gallery Ilmu: Yogyakarta, Januari 2010), hal. 1 
3 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights), 

(Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 9 
4 Suyud Margono, Hak Atas Kekayaan Intelektual : Komentar Atas Undang-Undang Rahasia 

Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 

2001), hal. 9 
5 Direktoran Jenderal Kekayaan Intelektual,  Data Total Permohonan, 

https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/data_ki.php, diakses pada tanggal 13 September 

2017 
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1) Permohonan Merek sejumlah 1.101.118 permohonan 

2) Permohonan Hak Cipta sejumlah 94.436 permohonan 

3) Permohonan Paten sejumlah 130.095 permohonan 

4) Permohonan Desain Industri sejumlah 65.412 permohonan 

5) Permohonan Indikasi Geografis sejumlah 93 permohonan 

6) Permohonan Rahasia Dagang sejumlah 14 permohonan 

Akan tetapi banyaknya jumlah pendaftaran HAKI di atas tidak semerta-merta 

membuat angka pelanggaran HAKI di Indonesia rendah, terutama pada bidang Hak 

Cipta. Busyro Muqoddas yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi 

Yudisial berpendapat jika Indonesia masih menjadi negara dengan posisi keempat 

sebagai pelanggar Hak Cipta6. Salah satu faktor tingginya angka pelanggaran HAKI 

di Indonesia dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam 

menghargai hasil karya orang lain. Sekalipun kesadaran masyarakat merupakan 

faktor utama penggunaan barang atau karya  hasil pelanggaran HAKI juga dipicu 

oleh rendahnya tingkat perekonomian masyarakat Indonesia.  

 Apabila kita melihat suatu benda, jarang terpikirkan oleh kita betapa 

sulitnya benda tersebut pertama kali diciptakan dan dirancang. Untuk menciptakan 

suatu hal baru dibutuhkan kreativitas dan pemikiran seseorang. Sehingga dalam 

membuat suatu ciptaan sampai menjadi sebuah karya cipta, biasanya dibutuhkan 

waktu yang tidak cepat dan berbagai pertimbangan yang matang7. 

                                                 
6 “Indonesia Negara Pelanggar Hak Cipta Terbesar Keempat di Dunia”, 

<http://www.yrci.or.id/indonesia-negara-pelanggar-hak-cipta-terbesar-keempat-di-dunia>, diakses 

pada 4 Februari 2018 
7 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Mei 

2010), hal. 2 
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 Sejak dulu hingga saat ini Indonesia sudah memiliki aturan perundang-

undangan untuk bidang HAKI yang cukup baik. Sebelum Undang-undang 

mengenai Hak Cipta yang ada sekarang Indonesia telah memiliki beberapa 

peraturan untuk melindungi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 yang digantikan oleh  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta.  Sebelumnya lagi ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta. Indonesia juga menunjukan kesadaran pentingnya 

memberikan perlindungan HAKI bagi setiap warganya di ranah Internasional 

dengan meratifikasi Paris Convention, Patent Cooperation Treaty,  Trademark Law 

Treaty,  Berne Convention, dan  WIPO Copyright Treaty.  

 Pengembangan aturan mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia terus 

dilakukan beriringan dengan berkembanganya zaman. Dimana dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra maka diperlukan juga 

bagi negara Indonesia untuk melakukan peningkatan perlindungan dan jaminan 

kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemegang hak 

terkait8. 

 Salah satu klasifikasi dari HAKI sendiri adalah Hak Cipta. Dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai 

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang 

dimaksud disini adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegang hak atau pencipta 

                                                 
 8 Bagian menimbang pada huruf  b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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yang membuat pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari 

pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya 

seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan  tersebut dapat  mencangkup puisi, 

drama, serta karya tulis lainya, film, karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), 

komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak  

komputer, siaran dari televisi, dan desain industri (dalam yuridiksi tertentu)9. 

 Suatu “ciptaan” atau karya cipta apapun bentuknya memiliki suatu hak yang 

disebut sebagai hak milik. Kepemilikan atas suatu karya cipta atau “ciptaan” yang 

dikuasai oleh hak milik dikenal dengan istilah Hak Cipta. Hak Cipta sebagai benda 

tak berwujud mengenai kepemilikanya dijelaskan pada KUH Perdata, yang 

menurut Pasal 499 KUHPerdata yang dinamakan kebendaan adalah, tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan yang dapat 

bergerak menurut sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dapat 

dipindahkan. Hak Cipta sendiri merupakan benda tidak berwujud  atau benda 

imateriil, hak absolut yang tidak terdapat di KUH Perdata salah satunya juga adalah 

Hak Cipta10. Sehingga jika Hak Cipta merupakan bentuk hak kebendaan maka hal 

tersebut memungkinkan adanya perpindahan hak atas dasar perjanjian ataupun 

waris. Hak-hak ini juga dilindungi terhadap gangguan, tetapi tidaklah ditujukan 

terhadap orang tertentu, melainkan terhadap siapa saja yang mengganggu hak 

tersebut11. 

                                                 
9 Hak Cipta, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta,  diakses tanggal 19 April 2017 
10 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, 

(Jakarta, CV. Akademik Pressindo, Maret 1994), hal. 8 
11Ibid, hal. 9 
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 Masa berlaku perlindungan Hak Cipta perseorangan sendiri tidak batasi oleh 

waktu atau seumur hidup pencipta. Akan tetapi pemegang Hak Cipta bukan hanya 

perseorangan, Negara dan Badan Hukum sendiri dapat menjadi pemegang Hak 

Cipta. Menurut Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta untuk perlindungan Hak Cipta yang dipegang oleh badan hukum berlaku 

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama dilakukannya pengumuman.  

 Badan usaha maupun perseorangan yang memegang Hak Cipta dapat 

memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Lisensi 

sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk hak untuk melakukan satu atau 

serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang 

dalam bentuk izin dan tanpa adanya izin tersebut maka tindakan tersebut dapat 

dikatakan sebagai tindakan terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan 

melawan hukum12. Lisensi juga merupakan hak privilege yang bersifat komersial, 

dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan suatu paten, 

merek dagang, atau hal lainya yang dilindungi secara ekonomis13. Jika kita 

perhatikan dari definisi yang ada maka dapat diambil kesimpulan jika pemberian 

lisensi ini memiliki bentuk sebagai suatu perjanjian atara pemberi lisensi dengan 

penerima lisensi.  

 Mengenai perbuatan melawan hukum sendiri juga memiliki pengaturannya 

di Indonesia yang berada di dalam KUH Perdata Indonesia. Jika memang terbukti 

adanya kerugian yang dialami oleh pemegang Hak Cipta maka ia berhak 

                                                 
12 Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis, (PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2002), hal. 3 
13 Ibid hal. 9 
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mendapatkan ganti rugi kepada orang  yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. 

Dimana di dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan kewajiban pelaku perbuatan 

melawan hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 

 Sekalipun sudah ada peraturan atau payung hukum yang ditujukan untuk 

perlindungan Hak Cipta di Indonesia, masih sering terjadi pelanggaran yang 

dilakukan berbagai pihak. Salah satu pelanggarannya adalah mengenai penyiaran 

televisi.  

Pelanggaran Hak Cipta yang menyangkut penggunaan karya siaran televisi 

seperti kasus antara PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat melawan PT. 

BHAVANA ANDALAN KLANTING sebagai tergugat I dan ALILA VILLA 

SOORI sebagai tergugat II. 

  PT. Inter Sport Marketing sendiri merupakan penerima lisensi untuk 

penayangan  Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemberian lisensi 

untuk penayangan Piala Dunia tersebut telah ditandatangani dalam License 

Agreement  tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing dengan 

Federation International De Football Association (FIFA). Dalam License 

Agreement tersebut PT. Inter Sport telah diberikan hak-hak media untuk tayangan 

Piala Dunia Brazil 2014  di wilayah Republik  Indonesia oleh FIFA. PT. Inter Sport 

Marketing dalam sebagai penerima lisensi juga telah memberikan lisensi untuk 

tayangan  Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain  ANTV dan TV One, 

sedangkan  untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster  yaitu  antara lain 

K.Vision dan VIVA Sky Internet Mobile Rights ke Domikado.  
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 Mengenai Hak-Hak Ekshibisi Publik atau Hak-Hak Areal Komersial atau 

untuk kepentingan komersial, PT. Inter Sport Marketing telah menunjuk serta 

memberi kuasa kepada PT. NONBAR tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator 

tunggal aktivitas nonton bareng  dan mempunyai hak ekslusif di wilayah Republik 

Indonesia, yang mana  karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para 

broadcaster yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pemasaran 

dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia  Brazil 2014 secara komersial 

pada tempat-tempat komersial seperti  hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, kafe 

dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya.  Dimana 

penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan 

keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014.  

  Tanggal 30 Juni 2014 pada pukul 01.05 Wita Alila Villa Soori telah 

menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di kamar hotel, yang pada  saat itu 

sedang ditayangkan pertandingan antara negara Belanda dengan negara Meksiko. 

Setelah ditelusuri, PT. Bhavana Andalan Klanting yang merupakan  Badan Hukum 

dalam bentuk Perseroan Terbatas dari Alila Villa Soori tidak membayar biaya 

perijinan kepada  PT. Inter Sport Marketing atau yang ditunjuk oleh  yaitu PT. 

NONBAR selaku  koordinator tunggal aktivitas nonton bareng untuk tempat-tempat 

komersial.  

 PT. Inter Sport Marketing menganggap perbuatan yang dilakukan  PT. 

Bhavana Andalan Klanting dan  Alila Villa Soori merupakan pelanggaran atas Hak 

Cipta dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga membawa 

kerugian terhadap  PT. Inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi untuk 
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penayangan Piala Dunia Brazil 2014. Oleh karena itu PT. Inter Sport Marketing 

yang merasa dirugikan dengan penayangan Piala Dunia Brazil 2014 oleh PT. 

Bhavana Andalan Klanting dan  Alila Villa Soori tanpa meminta izin terlebih 

dahulu, PT Inter Sport Makerting pun menggugat  PT. Bhavana Andalan Klanting 

dan  Alila Villa Soori.  

PT. Inter Sport Marketing sebagai pemegang lisensi eksklusif penyiaran 

Piala Dunia 2014 di Brasil tidak hanya menggugat PT. Bhavana Andalan Klanting 

dan Alila Villa Soori saja.  Selain beberapa hotel di Bali seperti Conrad Bali , Four 

Season, Puri Santrian Bali, Grand Aston Bali, dan Alila Villa Soori, di Daerah 

Istimewa Yogyakarta PT. Inter Sport Marketing  juga melaporkan 33 hotel 

berbintang maupun non berbintang dan 16 hotel anggota Perhimpunan Hotel dan 

Restoran Indonesia (PHRI). Hotel-hotel tersebut dinilai telah melakukan 

pelanggaran Hak Cipta. Di Semarang PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Sun 

Motor yang bukan merupakan perusahan yang bergerak di industri perhotelan. 

Sengketa penggunaan hak siaran yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2016 

ini sangatlah menarik banyak perhatian media di Indonesia. Kasus ini 

memunculkan banyak pro dan kontra dimana PT. Inter Sport Marketing merasa 

dirugikan dengan penggunaan karya siaran yang tidak memiliki izin melawan pihak 

yang menilai tindakan PT. Inter Sport Marketing dan PT. Nonbar merupakan bentuk 

kriminalisasi kepemilikan Hak Cipta. Sehingga pada Kamis, 2 Juli 2015 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengadakan unjuk rasa bersama ratusan karyawan hotel di Daerah Istimewa 

Yogyakarta di depan Kejaksaan Tinggi DIY.  
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Permasalahan yang timbul terkait penayangan Piala Dunia Brasil 2014 tidak 

hanya pada ruang lingkup sengketa Hak Cipta saja. Wakil Gubernur Bali I Ketut 

Sudikerta digugat karena telah dianggap melakukan ujaran kebencian dengan 

menuduh PT. Inter Sport Marketing dan PT. Nonbar sebagai oknum pemeras hotel-

hotel berbintang yang ada di Bali, padahal menurut PT. Nonbar selaku anak 

perusahaan dari PT. Inter Sport Marketing pihaknya telah melakukan bentuk 

kegiatan mulai dari sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan. Bahkan Pihak PT. Inter 

Sport Marketing sendiri juga telah memberikan somasi agar pihak hotel yang 

diduga melanggar hendak berdamai dengan PT. Nonbar. Bonny Telo selaku Ketua 

II Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga digugat karena  

dianggap melakukan pencemaran nama baik pada media sosial terhadap PT. 

Nonbar, atas penyataannya mengenai legal standing PT. Nonbar dan tudingan 

permainan antara aparat PT. Inter Sport Marketing dalam kasus tersebut. 

Dampak dari permasalahan ini menyebabkan masyarakat Bali terancam 

untuk tidak dapat menyaksikan siaran langsung Piala Dunia 2018 Rusia, 

dikarenakan PT. Inter Sport Marketing sebagai pemegang lisensi eksklusif langsung 

dari FIFA tidak mau memberikan izin. PT. Inter Sport Marketing merasa 

sebelumnya pada Piala Dunia 2014 Brasil pihaknya telah memberikan informasi 

terkait siaran piala dunia, akan tetapi tidak banyak pihak yang merespon dan malah 

menayangkan Piala Dunia 2014 Brasil tanpa izin dan tidak membayar royalti. 

 Beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitan 

terhadap kasus ini adalah : 
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1) Dalam perkara ini pihak  PT. Bhavana Andalan Klanting dan  Alila Villa 

Soori menyatakan jika sebenarnya mereka tidak perlu meminta izin 

dikarenakan tayangan langsung  Piala Dunia Brazil 2014 hanya berada pada 

televisi di kamar hotel. Selain itu penanyangan tersebut juga tidak ditujukan 

untuk kegiatan nonton bareng atau komersial melainkan karena tayangan 

tersebut berada di stasiun televisi free to air yang dapat diterima oleh 

parabola. 

2) Selain itu yang menarik bagi penulis adalah mengenai kedudukan hukum 

seorang atau pihak yang menjadi pemegang lisensi untuk memberikan 

laporan dan mengajukan tuntutan. Terutama dari segi pelaksanaan hak untuk 

melakukan tindakan hukum atas perkara hak atas kekayaan intelektual. 

3) Perkara mengenai Penggunaan Karya Siaran Piala Dunia Brasil 2014 ini 

merupakan salah satu sengketa yang menarik banyak perhatian masyarakat 

dan media. Berbagai pihak seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia (PHRI) hingga Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta pun 

menjadi bagian dalam kasus ini, sekalipun pihak-pihak tersebut bukanlah 

merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara pelanggaran Hak 

Cipta terhadap Hak Siaran Piala Dunia Brasil 2014 milik PT. Inter Sport 

Marketing. 

 Berdasarkan perkara diatas yang membahas tentang pelanggaran Hak Cipta 

mengenai penyiaran di wilayah Indonesia, juga dengan melakukan pertimbangan 

mengenai undang-undang dan peraturan yang ada di Republik Indonesia. Penulis 

bermaksud untuk membuat penelitan mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam 
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bentuk skripsi berjudul ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM 

PENGGUNAAN HAK SIARAN TELEVISI FREE TO AIR UNTUK 

KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 09/HKI.HAK 

CIPTA/2014/ PN. Niaga Sby) 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

untuk penelitian ilmiah ini adalah berikut: 

1) Bagaimana peraturan perlindungan hukum Hak Cipta atas penggunaan hak 

siaran televisi free to air untuk kepentingan komersial menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014? 

2) Bagaimana pelaksanaan hak pemegang lisensi eksklusif dalam putusan 

Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN. Niaga Sby? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi 

siapapun yang membacanya. Beberapa tujuan dari pembuatan mengenai karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta 

atas penyiaran siaran televisi free to air untuk kepentingan komersial. 

2) Untuk menganalisa pelaksanaan hak pemegang lisensi eksklusif dalam 

perkara Hak Cipta Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN. Niaga Sby 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni : 

1) Manfaat Teoritis  
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a) Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil 

sumbangan berupa pemikiran dalam bidang ilmu hukum terutama 

pengetahuan mengenai Hak Cipta bagi pemilik usaha, pemegang 

Hak Cipta, dan bagi siapapun yang membacanya 

2) Manfaat Praktis 

a) Penulis berharap bahwa hasil penelitian ilmiah ini akan mampu 

menjadi acuan dan pedoman  bagi praktis hukum yang bergerak 

dibidang apapun terutama Hak Ciipta. 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan penelitian hukum ini dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan bagi para pembaca. Dimana penulis membagi penelitian 

ini menjadi lima bab, yakni :  

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian ini dimana berisi 

informasi menyeluruh mengenai skripsi ini berupa muatan permasalahan yang 

diangkat serta rumusan masalah yang terkait dengan topik penelitian ini. 

Dilanjutkan dengan tujuan penelitan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini dibagi menjadi 2 pembahasan berbeda yaitu Landasan Teori 

dan Landasan Konseptual. Landasan Teori yang menjelaskan dan memberikan 

penjabaran teori-teori mengenai topik penelitian ini dan Landasan Konseptual yang 

berisi definisi dan terminologi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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 Dalam bab ini berisi uraian mengenai prosedur atau metode penulis dalam 

melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian ini. Selain mengenai prosedur penulis juga menjelaskan hambatan yang 

ditemui selama proses penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Bab ini berisi analisa dan jawaban atas rumusan masalah. Jawaban dan 

analisa dalam bab ini didasarkan pada berbagai sumber hukum hingga sumber non 

hukum.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab lima merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dan juga jawaban atas analisis yang menjadi masalah dalam penelitian, diikuti 

dengan saran mengenai masalah hukum yang diangkat. 

  

 




